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Abstrak

Pendlitian ini bertujuan untukmengetahui Kualitas Pelayanan Publik DalamyMewujudkan Tertib Administrasi
Kependudukan Di Desa Sungai” Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. “Penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Permasalahanfyang mengenai kualitas
pelayanan ini tidak keterbukaan dan realisasinya pembiayaan untuk pembuatan surat” pengantar Kartt, Tanda
Penduduk (KTP), aparatur desa masih kurang memperhatikan catatan buku harian kependudukan dan peristiwa
penting dalam catatan’ pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat
untuk melakukan,pembuatan surat pengantar diluar jam kerja dan tidak dikantor, tetapi dilakukan dirumah pegawai
yang mana harus dilaksanakan pada waktu jam kerja kantor;desa. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kualitas
Pelayanan Prima (Sinambela 2010:6) yang meliputi 6 (enam) dimensi yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas,
dan Kondisional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik analisis'data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan..Pemeriksaan
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan
bahwa pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan DigDesa Sungai
Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah belum memenuhi harapan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa pelayanan yang ada belum berkerja efektif |karena masih terdapat pelayanan masih diadakannya
pembiayaan, dan catatan yang tidak diperhatikan dan dilakukan dengan efesien. saran yang dapat diberikan
kedepannya perlu lebih terbuka dalam setiap pembiayaan pembuatan surat pengantar KTP maupun pelayanan
lainnyafiselalu memperhatikan catatan harian peristiwa kependudukan dalam kepemilikan KTP dan haritls lebih
disiplin dalam pelayanan dikantor, karena sudah ditentukan dan dibuat bahwa melakukan pelayanan harus sesuai
standar operasional prosedur.

Kata-kata kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Tertib Administrasi, Desa Sungair Kunyit Dalam; Kabupaten
Mempawah

Abstract

This research aims to provide information on the Quality of Public Administration in making conduct of population
at Sungai Kunyit Dalam village of Sungai Kunyit Subdistrict, Mempawah Regency. This study is a descriptive
study using a qualitative approach. The problems regarding the quality of service is not openness and realization of
financing for the manufacture of a cover letter Identity Card (KTP), village officials are still less attention to the
diary population and significant events in the notes to the manufacture of Identity Card (KTP), and the
implementation of community service for do manufacture a cover letter after hours and not at the office, but
employees do at home which should be implemented at the village office hours. In this study using the Theory of
Excellent Service Quality (Sinambela 2010: 6), which includes six (6) dimension which consists of Transparency,
Accountability, and Conditional. Data collected by observation, interview, and documentation. The data analysis
technique used is data reduction, data presentation and Withdrawal Conclusions. Data validity checking is done by
triangulation. Based on interviews and observations showed that the implementation of the Public Service in
Achieving the Population Administration Conduct at Sungai Kunyit Dalam village of Sungai Kunyit subdistrict,
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Mempawah Regency has not met expectations. These results indicate that existing services have not worked
effectively since they are till holding financing services, and records that are not considered and done efficiently.
advice that can be given in the future need to be more open in every financing of aletter of introduction to ID cards
or other services, always pay attention to daily record population in possession of identity cards and have to be more
disciplined in service at the office, it was already determined and made that are in the service should be according to

the standard operating procedures.

Keywords: Quality, Public Service, Good Administration, Sungai Kunyit Dalam Village, Mempawah regency

A. PENDAHULUAN

Proses _administrasi ' kependudukan
harus dilaksanakan oleh: pemerintah daerah
karenaspemerintah; daerah telah diberikan
mel aksanakan
Administrasi==Kependudukan demikianlah
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Mempawah. Sesuai peraturan
Bupati Mempawah No. 66 Tahun 2011

Tentang uraian tugas organisasi pemerintah

wewenang untuk

desa yang mana dalam peraturan ini diambil
tugas " dari kas pemerintahan untuk
menyel enggarakan urusan pelayanan
administrasi  kependudukan yang juga
memiliki peraturan pemerintah No.06 Tahun
2012 tentang ‘penyel enggaraan administrasi
kependudukan ‘“terdapat dalam  Standar
Operasional Prosedtr==dalam pelayanan
publik adalah masyarakat harus memenuhi
persyaratan pelayanan, Standar Pelayanan
Menurut PERDA Kabupaten Pontianak

Nomor 6 Tahun 2012, dengan meliputi :
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1. Penduduk “atau masyarakat mengisi dan
menandatangani formulir permohonan,

2. Petugas'registras mencatat dalam buku
harian peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting

3. 1Petugas registrasi melakukan verifikas
dan validasi data penduduk

4. Kepaa desallurah

formulir permohonan, dan

menandatangani

5. Petugas registrasi menyerahkan formulir
pemohon kepada penduduk untuk
dilaporkan pada camat atau kabupaten.
Prosedur diatas meliputi jangka:waktu

penyelesaian 60 (enam puluh) menit, biaya

pembuatan tidak ada dan memiliki jaminan
pelayanan sesual dengan prosedur yang telah
ditentukan.

Dalam ha ini permasalahan yang
diangkat adalah_tidak™berisifat transparansi
dadam  pelaksanaan  pelayanan  dan
merealisasikan pembiayaan dengan
masyarakat sesuai dengan UU Nomor 24
Tahun 2013 pasa 79A tentang pelayanan

yang dilakukan adalah gratis, atau tanpa
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dipungut biaya apapun, tanggung jawab atau
akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan
yang sesuai standar ditentukan yang harus
dilakukan
peraturan daerah No 6 Tahun 2012 pasal 22
ayat (2) “Petugas registrasi mencatat dalam

tertib administrasi  sesuai

buku harian kependudukan dan Peristiwa
penting” dan dalam hal ini“diangkat juga
pengondisiaan suaty pelayanan; _yang
dilakukan aparatur desa; yang telah
ditentukan s~ dalam [.speraturan . Bupati
Mempawah No. 66 "Tahun 2011 Tentang
uraian tugas organisasi pemerintah desa.
Pemerintah Kabupaten Mempawah
mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mempawah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Penyel enggaraan Administrasi
Kependudukan Kabupaten Mempawah yang
menyatakan pada pasa 1 ayat (13)
“Peristiva Kependudukan adalah kejadian
yang diadami penduduk yang.. harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan-Kartu Keluarga,
Kartu Tanda; Penduduk  dan/atau . Surat
Keterangan Kependudukan lainnya meliputi
pindah datang, pertbahan aamat, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”
dalam ha ini banyaknya pelayanan publik
dalam tertib adminitrasi dalam permasalahan
ini diambil adalah pelayanan dalam

pembuatan surat pengantar KTP yang sesuai
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dengan Perda Pasal 1 ayat 16 menyatakan
Kartu Tanda Penduduk sdanjutnya di
singkat KTP adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Instansi pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Permasalahan. di Desa Sungai Kunyit
Daam,adaah aparatur, desa masih kurang
dalam © kurangnya keterbukaan  yang
diberikan kepada =masyarakat. mengenai
pembiaya dalam pengurusan surat pengantar
KTP. Masyarakat yang. membuat sSurat
pengantar KTP untuk terkadang masih
dipungut biaya yang biasanya pembiayaan
ucapan terima kasih atau uang lelah pada
petugas setigp kali  mengurus berkas
kependudukan yang. Namun berbaga
permasalahan yang muncul dikalangan
masyarakat, ternyata hak pelayanam’ yang
diterima .oleh masyarakat terasa belum
memenuhi harapan semua pihakj'baik dari
kalangan  umum
pemerintah setempat, Permasalahan terjadi

maupun;s  kalangan
Juga kurang tanggapan dan tanggung jawab
aparatur desa__yamng™ menjadi hambatan
kelancaran pelayanan yang diperlukan oleh
masyarakat yang mana aparatur desa masih
kurang memperhatikan catatan buku harian
kependudukan dan peristiwa penting dalam
catatan pelayanan KTP yang mana belum



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 6 Nomor 1 Edis Maret 2017

terlaksana dengan baik, setigp masyarakat
yang melakukan pelayanan KTP tidak
tercatat dalam pembukuan harian dan
tersebut. Data

kependudukan maupun catatan buku harian

peristiwa  penting
kependudukan dan peristiwa KTP terdapat
jumlah penduduk pada tahun 2015 yang
terdapat di Desa Sungai Kunmyit Dalam yang
mana jumlah keselurtuhan penduduk yang
ada 1476 jiwasyang terdiri dari 773 Jiwa
laki-laki dan 703 jiwa«Perempuan. Disitu
juga terdapat jumlahpenduduk yang sesuai
dengan umur dari O tahun sampai umur; 55
tahun keatas;yang terdiri dari 0 sampai 15
tahun berjumlah 398 jiwa, umur dari 16
tahun sampa dengan 55 tahun berjumlah
799 jiwa'dan sedangkan dari umur 55 tahun
keatas berjumlah 282 jiwa

Aparatur desa juga kurang
mengkondiskan pelayanan yang mana
Masyarakat juga terkadang merasa. lemah
untuk melakukan pelayanan yang mana
lambannya "aparatur serta-berbelit-belitnya
proses yang ' dilalui dalam® pengurusan
berbagai surat “;menyurat seperti surat
pengantar KTP, serta’pelaksanaan pelayanan
terhadap masyarakat untuk melakukan
pembuatan surat pengantar diluar jam kerja
dan tidak dikantor, tetapi dilakukan dirumah
pegawal yang mana harus dilaksanakan pada
waktu jam kerja kantor desa.
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Permasal ahan diatas pendliti
menggunakan Teori pelayanan prima
Sinambela, dkk (2010, 6) memiliki 6
dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas,
kondisional, partisipasi, hak kesamaan dan
Keseimbangan Hak dan kewajiban yang
digunakan dalam penyel esaian permasalahan
sesua fenomena yang terjadi pendliti
menggunakan 3 dimens yaitu dimens
Transparans, Akuntabilitas dan
Kondisional, Agar hal-ha tersebut diatas
akan'terlaksana pelayanan yang prima di
Desa Sungai Kunyit Dalam sesua textib
admnigtrasi yang ditentukan.

B.  TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pelayanan Publik
Dalam konsep pelayanan, dikenal dua
jenis pelaku pelayanan, yaitu penyediaan
layanan dan penerima layanan.;" Pendapat
Boediono (2003:60), bahwa' pelayanan
merupakan Suatu proses bantuan kepada
orang lain dengan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan
Interpersona agar terciptanya kepuasan dan
keberhasilan.
Nurcholis (2005:178) memberikan
pengertian publik sebagal sgumlah orang
yang mempunyai kebersamaan berfikir,
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perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang
benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
yang mereka miliki.

Sementara itu, menurut Menurut Agung
Kurniawan (dalam Sinambela, 2006:5)
pelayanan publik diartikan sebagali pemberi
pelayanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyal kepentingan
pada organisasi itussesuai dengan aturan
pokok dan tata“Cara yang ditetapkan. Dan
menurut UY No.25/2009, pelayanan publik
adalahs'kegiatan "afall rangkaian kegiatan
kebutuhan

peraturan

daam rangka, pemenuhan
pelayanan ‘“sesuai  dengan
perundang-undangan bagi setigp warga
negara dan -penduduk atas barang, jasa,
dan/atau "“pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Kualitas Pelayanan Publik

Kata Kualitas memiliki banyak definisi
yang berbeda dan bervariasi-mulai_dari yang
konvensional “hingga yang lebih -strategis.
Definisi konvensional dari kualitas biasanya
menggambarkan karakteristik produk seperti

kinerja  (performance), keandalan
(reability), mudah dalam penggunaan (easy
of use), estetika (esthetics), dan sebagainya.

Sedangkan dalam definis  strategis
dinyatakan bahwa kualitas adalah segala
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sesuatu yang mampu memenuhi keinginan
dan kebutuhan pelanggan (meeting the needs
of customers).

Goetsch dan Davis yang diterjemahkan
Fandy Tjiptono (2000: 101) membuat
definis mengenai kualitas sebagai berikut :
“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis
yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses, dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan”

Definis kualitas di atas mengandung
makna bahwa el emen-elemen kualitasyaitu :
a iKualitas merupakan,- kondis yang

dinamis
b. Kualitas berhubungan dengan produk

jasa, manusia, proses dan lingkungan.
c. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau
melebihi harapan pelanggan.

Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam
bukunya yang dikutip dan diterjemahkan
olen Fandy Tjiptono (2000: 60) ada dua
faktor utama yang mempengaruhi kuaitas
pelayanan yaitu _respected service dan
perceived; service. Apabila jasa yang
diterima atau dirasakan (perceived service)
sesua dengan_.yang  diharapkan, maka
kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas
ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima
lebih rendah daripada yang diharapkan,
maka kualitas jasa yang dipersepsikan
buruk. Bak tidaknya kuditas jasa
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tergantung pada kemempuan penyedia jasa
daam memenuhi harapan pelanggannya
secara konsisten.

Berdasarkan pengertian kualitas, bak
yang konvensiona maupun yang lebih
strategis olen Gapersz (1997) dinyatakan
bahwa pada dasarnya kualitas .mengacu
kepada pengertian pokok=Yyaitu kualitas
terdiri dari sgjumlah-keistimewaan jproduk,
baik keistimewaan langsung, “ maupun
keistimewaan atraktif=. yang memenunhi
keinginan pelanggan "dan dengan demikian
memberikan kepuasan atas penggunaan
produk. Kualitas terdiri dari segala sesuatu
yang bebas kekurangan atau kerusakan.

Pada bagian lain Gapersz (1997) dalam
mengutip™=Juran memberikan  definis
menajemen kualitas sebagal suatu kumpulan
aktivitas yagn berkualitas dengan kualitas
tertentu yang memiliki karakteristik sebagai
berikut :

a Kuditas menjadi bagian dari setiap
agenda manajemen

b. Sasaran kualitas dimasukkan ke dalam
rencana bisnis

c. Jangkauan sasarane..diturunkan dari

focus adadah pada

kesesuaian

benchmarking
pelanggan dan pada
kompetisi; disana adalah sasaran untuk

peningkatan kualitas tahunan
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d. Sasaran
mengambil keputusan
e. Pelatihan ditetapkan pada setiap tingkat

disebarkan ke  tingkat

f. Pengukuran ditetapkan seluruhnya

g. Manger atas secara teratur meninjau
kembali kemajuan dibandingkan dengan
sasaran

h. Penghargaan._diberikan untuk kinerja
terbaik

i. Sistem " imbaan (reward system)
diperbaiki

Kualitas adalah menjaga janji pelayanan
agar pihak yang dilayanimerasa puas ‘dan
diuntungkan. Meningkatkan kualitas
merupakan pekerjaan semua orang adalah
pelanggan. Tanggung jawab ‘tntuk kualitas
produksi dan pengawasan Kkualitas tidak
dapat didelegasikan kepada satu orang,
misalnya staf dalam suatu kantor.

Bagi pelanggan kualitas pelayanan
adalah menyesuaikan diri dengan spesifikas
yang dituntut - pelanggan. Pelanggan
memutuskan __bagaimana kugitas yang
dimaksud; dan apa yang dianggap penting.
Pelanggan mempertimbangkan suatu
kualitas pelayanan.sntuk itu kualitas dapat
dideteks pada persoalan bentuk, sehingga
dapat ditemukan :

1. Kualitas pelayanan merupakan bentuk

dari sebuah janji
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2. Kuditas adalah tercapainya sebuah
harapan dan kenyataan sesua komitmen
yang telah ditetapkan sebelumnya

3. Kuditas dan integritas merupakan
sesuatu yang tak terpisahkan

Menurut Sinambela, dkk (2011: 6)
berpendapat, secara teoritis pelayananpublik
pada dasarnya adaah
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu

memuaskan

dalam mengukur kualitas pelayanan ada 6
indikator yaitu :
1. Transparas
Akuntabilitas
Kondisional
Partisipatif

g &~ w0 DN

K esamaan hak
6. Keseimbangan hak dan kewajiban

1. Transparasi

Transparas merupakan pelayanan
yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua Transparasi terdiri dari 3
indikator " yaitu keterbukaan  proses
penyelenggaraan pel ayanan publik,
peraturan dan, prosedur pelayanan. yang
dapat dipahami dan serta kemudahan untuk
memproleh informasS“=mengena berbagai
aspek penyelenggaraan pelayanan
publik.pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah

dimengerti masyarakat.
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2. Akuntabilitas

Akutabilitas merupakan pelayanan
yang dapat dipertanggung jawabkan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.kuntabilitas pelayanan  publik
melipiti kinerja pelayanan publik, biaya
pelayanan publik dan produk pelyanan
publik.
3./Kondisiona

Kondisional yaitu pemberian
pelayanan yang' sesuai dengan kondis
kemampuan pemberi dan  penerima
pelayanan.Kondisional méliputi efisiensi ‘dan
efektivitas.
4. Partisipatif

Partisipatif merupakan suatu
pelayanan yang mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggara pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi,,
kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak

Kesamaan - hak dalam jpelayanan
yaitu suatu pelayanan yang tidak melakukan
diskirimipasit dilihat dari aspek apapun
khususnya suku, ras, agama, golongan,
status social, dan.daifi-lain.Pelayanan yang
diberikan suatu instansi pemerintah maupun
suatu organisas kepada masyarakat tidak
membeda-bedakan  status sosiad  dan
lainnyaKesamaan hak dapat dilihat dari

keteguhan dan ketegasan.
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6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Keseimbangan Hak dan Kewajiban
dadam memberikan pelayanan dengan
mempertimbangkan aspek keadilan antara
pemberi dan penerima  pelayanan
publik.Pelayanan kepada masyarakat yang
diberikan oleh

menciptakan

pemerintah denga
keseimbangan™ hak dan
kewajiban meliputi keadilan dan kejujuran.
Salah satw faktor yang menentukan
tingkat keberhasilan dankualitas perusahaan
(2001:147) adalah

kemampuan pérusahaan dalam memberikan

menurut.  Lupiyoadi
pelayanan kepada pelanggan. Salah satu
pendekatan kualitas pelayanan yang banyak
dijadikan acuan dalam
adalah model SERVQUAL (Service Quality)
yang dikembangkan oleh Parasuraman,

riset pemasaran

Zeithaml, dan Berry dalam serangkaian
penelitian mereka yang melibatkan 800
pelanggan terhadap enam sektor..jasa :
reparasi, 'peralatan rumah tangga, kartu
kredit, asuransi, sambungan- telepon jarak
jauh, perbankan ritel, dan pialang sekuritas
dismpulkan bahwa terdapat lima dimens
SERVQUAL sebagai™berikut (Parasuraman
et al, 1998) :

1) Tangibles, atau bukti fiskk vyaitu
kemampuan suatu perusshaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak
eksternal. Penampilan dan kemampuan

Illafi Singgah, NIM.E01112140
Program Studi llmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

2)

3)

4)

http://jurmafis.untan.ac.id

sarana dan prasarana fisik perusahaan
dan keadaan
adalah bukti nyata dari pelayanan yang

lingkungan sekitarnya
diberikan oleh pemberi jasa. Yang
meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang,
dan lain sebagainya), perlengkapan dan
peralatan yang dipergunakan (teknologi),
serta penampilan pegawainya.

Reliability,

kemampuan

atalr, kehandalan  yaitu
perusahaan untuk
memberikan fpelayanan sesuai  yang
dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
Kinerja harus sesuai;-dengan harapan
pelanggan yang berarti‘ketepatan waktu,
pelayanan yang sama, untuk semua
pelanggan tanpa kesalahan,. sikap yang
simpatik, dan dengan akuras yang
tinggi.
Responsiveness, atau ketanggapan! yaitu
suatu kemampuan untuk membantu dan
yang
(responsif) dan. tepat kepada pelanggan,

memberi  pelayanan cepat
dengan penyampaian informasi yang
jelas-Membiarkan konsumen menunggu
tanpa adanya suatu adasan yang jelas
menyebabkan ..péfseps yang negatif
dalam pelayanan.

Assurance, atau jaminan dan kepastian
yaitu pengetahuan, kesopan santunan,
pegawal
perusahaan untuk menumbuhkan rasa

dan  kemampuan  para



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 6 Nomor 1 Edis Maret 2017

kepada
beberapa

percaya para  pelanggan
perusahaan. Terdiri  dari
komponen antara lain  komunikasi
kredibilitas

(security),

(communication),
(credibility),
kompetens (competence), dan sopan

keamanan

santun (courtesy).

5) Emphaty, yaitu memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat individual atau
pribadi yang diberikan, kepada para
pelanggan dengan=berupayamemahami
keinginan konsumen. Dimana ‘suatu
perusahaan diharapkan memiliki

pengertian= dan pengetahuan tentang

kebutuhan

pelanggan secara  spesifik, serta

pelanggan,  memahami
memiliki waktu pengoperasian yang
nyaman bagi pelanggan.

Abidin (2010:71) mengatakan bahwa
pelayanan publik yang berkualitas bukan
hanya mengacu pada pelayanan itu.semata,
juga menekankan pada proses
penyelenggaraan  atau -—-pendistribusian
pelayanan ituy sendiri  hingga.-ke tangan
masyarakat sebagai konsumer. Aspek-aspek
kecepatan, ketepatan,=-kemudahan, dan
keadilan menjadi alat untuk mengukur
pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini
berarti, pemerintah melalui aparat dalam
memberikan pelayanan publik  kepada
masyarakat harus memperhatikan aspek
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kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan
keadilan.

Jadi pelayanan yang berkualitas itu
tidak hanya ditentukan oleh pihak yang
melayani, tetapi juga pihak yang ingin
dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip-
prinsip=layanan yang berkualitas menurut
H.A.S. Moenir(2002: 205) antaralain:

a.! Proses dan prosedur harus ditetapkan
lebrh awal .

b. Proses dan prosedur itu hartis diketahui
oleh semua pihak yang terlibat.

c. :Disiplin  bagi pelaksanaan  untuk
mentaati proses dan prosedur

d. Perlu peninjauan proses dan prosedur
oleh pimpinan, sewaktiwaktu dapat
dirubah apabila perlu.

€. Perlu menciptakan iklim yang kondusif
bagi pengembang budaya organisas
untuk menciptakan kualitas layanan.

f. Kualitas berarti memenuhi keinginan,
kebutuhan, selera konsumen.

g. Setiap
merupakan: partner dengan orang

orang. dalam / organisas
lainnya.

Sekarang ini-kegiatan pemasaran tidak
terlepas dari kualitas pelayanan terhadap
konsumen. Kualitas pelayanan yang baik
dan tepat akan mempengaruhi konsumen

untuk membuat keputusan dalam pembelian
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suatu produk, sehingga dibutuhkan strategi

kualitas pelayan yang baik.

Levince dalam Ratminto (2006: 175)
melihat kualitas pelayanan dari indikator-
indikator sebagai berikut:

1. Responsiveness  (Responsivilitas)  Ini
mengukur daya tanggap providers
terhadap harapan, keinginan,dan aspiras,
serta tutuntutan dari-costumers.

2. Responsibility” (Responsibilitas) Suatu
ukuran yang menunjukkan seberapa jauh
proses pemeberian’ pelayanan publik itu
dilakukan "dengan tidak melanggar
ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.

3. Accountability  (Akuntabilitas) Suatu
ukuran yang menunjukkan seberapa besar
tingkat“keseuaian antara penyelenggara
pelayanan dengan ukuran-ukuran
eksternal yang ada dimasyarakat dan
dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai
dan norma yang berkembang.. dalam
masyarakat.

Berdasarkan uraian dapat_disimpulkan
mengenai dimens kriteria ataw indikator di
atas, meliputi:

1. Bukti langsung (tangibles)

2. Kehandaan (reliability)

3. Dayatanggap (responsiveness)

4. Jaminan (assurance)

5. Empati (empaty)
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Standar Pelayanan Publik

Kuditas pelayanan pada masyarakat
merupakan salah satu masalah yang
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur
pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan
publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikesikan sebagai jaminan adanya
kepastian  bagi
(Ratminto & Atik Septi.Winarsih. 2010:9)

Pelayanan publik perlu-memperhatikan

penerima  pelayanan.

kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan
dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat
memberikan pelayanan _.yang memenuhi
enam dari sepuluh indikator pelayanan yang
baik ~yaitu “kepastian waktu. pelayanan,
akurasi pelayanan,  kesdpanan  dan
keramahan, tanggung jawab, kelengkapan,
dan kemudahan mendapatkan pelayanan”.
Jka pelayanan yang diberikan [telah
memenuhi  kriteria tersebut, maka'" dapat
dikatakan.. kebutuhan telah

sehingga dapat - memberikan "kepuasan

terpenuhi

kepada masyarakat.
Berdasarakan UU No 25 Tahun 2009
Pasal 21 komponen standar pelayanan
meliputi:
a Dasar hukum vyatu Peraturan
perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan
b. Persyaratan yaitu syarat yang harus

dipenuhi dalam pengurusan suatu
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jenis pelayanan, baik persyaratan
teknis maupun administrative.
c. Sistem, mekanisme, dan prosedur

yaitu tata cara pelayanan yang

dibakukan  bagi pemberi dan
penerima  pelayanan termasuk
pengaduan

d. Jangka waktu penyelesaian vyaitu
jangka waktusyang diperlukan untuk
menyelsaikan pelayanan dari setiap
jenispelayanan

e. Blayaltarif%y yaitu ongkos ‘yang
dikenakan kepada penerima layanan
daam=mengurus dan memperoleh
pelayanan dari penyelenggarayang
besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakan antara penyelenggara dan
masyarakat

f.. Produk

pelayanan yang diberikan dan

pelayanan yaitu hasil

diterima sesual dengan Kketentuan
yang telah ditetapkan

g. Sarana, prasarana--atau. fasilitas
fasilitas pelayanan

h. Kompetens pelaksana pengalaman

i. Pengawasan internal

j. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan

k. Jumlah pelaksana

[.  Jaminan pelayanan

m. Evaluasi kinerja pelaksana
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Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan
Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa
Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai
Kunyit Kabupaten Mempawah

=V e —

/" Identifikasi Masalah - \
1. Aparatur desa masih belum
merealisasikan biaya dalam pembuatan
surat pengantar KTP kepada masyarakat.
Masih kurang perhatiannya aparatur desa
catatan buku harian kependudukan dan
peristiwa pemilikan KTP.
Masih kurang disiplin dalam
melaksanakan pelayanan oleh Aparatur
desa.
Kurang pengkondisian aparatur desa
dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan
KTP.
5. Mash lambannya aparatur desa dalam
pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP. /

w N

»

- = -
. e e e ——

-

Fokus dalam penelitian pelayanan publik dalam
mewujudkan tertib administrasi adalah !
pembiayaan, catatan buku harian peristiwa I
kependudukan dan standar Pelayanan dalam |
Surat Pengantar KTP di Desa Sungai Kunyit !
Daam I

—_ e e e e e e e e e E e ———

Indikator yang digunakan untuk mengukur |
kualitas pelayanan Menurut Sinambela (2011: 1
6) antaralain: :
1. Transparas !
2. Akuntabilitas I
3. Kondisional .

-~ e e e S e e e e e e e =

Terlaksananya pelayanan yang berkualitas
sesual dengan Standar Operasional Prosedur di
Desa Sungai Kunyit Dalam K ecamatan Sungai

Kunyit Kabupaten Mempawah
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C. METODE PENELITIAN

Jenis penditian ini adalah penelitian
deskriptif. Menurut Sumadi (2012:75) tujuan
deskriptif ~ adalah  untuk
mendeskripsikan secara sistematis, faktual,
dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

penelitian

sifat populasi atau daerah tertentu. Pendapat
diatas peneliti membuat deskripsi mengenai
Situasi-situasi atau kejadianskegjadian yang
sebenarnyaberdasarkan: fakta dan data di
lapangan dalam “ymewujudkan pelayanan
yang sesuai peraturan pemerintah tentang
tertib Administrass Kependudukan di Desa
Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai
Kunyit Kabupaten Mempawah. Menurut
Sugiyono™=(2012:15) metode penelitian
kuditatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondis
obyek yang alamiah.Metode kualitatif yang
bertujuan menemukan, memahami,
menjelaskan;. dan memperoleh. _gambaran
permasalahan “itentang Kualitas- Pelayanan
Publik dalam

administrasi kependudukan di Desa Sungai

mewujudkan tertib

Kunyit Dalam Kecamatan Sunga Kunyi
Kabupaten Mempawah melalui :
pemusatan diri pada masalah-masalah yang
ada pada masa sekarang atau masalah aktual;
kedua, data yang dikumpulkan disusun dan

pertama,
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kemudian dianalis (Surachmad, 1982:8).
Subjek penelitian ini akan menjadi informan
yang akan memberikan informas yang
diperlukan selama proses penelitian. Subjek
penelitian ini dipilih secara purpasive, yaitu
pengambilan sumber data  dengan
pertimbangan tertentu yang mana orang
tersebut dianggap paling mengerti tentang
permasalahan yang diharapkan (Sugiyono,
2011 :219)

Berdasarkan fpenjelasan dratas, maka
yang 'menjadi informan dalam penelitian ini
adalah :

1. Sekretaris Camat Sungal’ Kunyit
2. Kasi Pemerintahan Desa Sungai Kunyit

Dalam.

3. Masyarakat yang pernah . mendapat
pelayanan di Desa Sungai Kunyit Dalam.
Instrumen dan Teknik Pengumpulan
Datadalam penelitian kualitatif ini® yang
menjadi.-instrument penelitian adalah pendliti
sendiri. Menurut Nasution (dalam' Sugiono,
2011:223), bahwa tidak ada pilihan lain,
manusiag@dalah instrument ‘utama dalam
penelitian  kualitatif. Untuk membantu
memperoleh data.yang diperlukan dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan alat
penelitian sebagal berikut: Pedoman
wawancara yaitu daftar pertanyaan yang
berhubungan dengan masalah yang akan di
teliti, Dokumentasi, dalam penelitian ini

12
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beruaha

data/informasimelalui cara mengumpulkan
yang

penelitian,

penulis memperoleh

dokumen-dokumen berhubungan

dengan  fokus Pedoman
Observasi, yaitu berupa catatan-catatan
untuk mencatat hal-hal yang terjadi pada
saat observas i Teknik
pengumpulan data penulis™ menggunakan
teknik

dokumentasi.

lapangan.

wawancara, observasi dan
Teknik analisa.data yang digunakan
dalam gpenelitian ini adalah metode analisa
kualitatif, yang'suatu teknik pengolahan data
yang menghasilkan data deskriptif ‘berupa
kata-kata, baik lisan maupun tulisan® daro
para narasumber yang diteliti. Teknik analisa
data ddam peneitian kuditatif ini
menggunakan model Miles dan Huberman
dalam Sugiyono (2010:91) yang menyatakan
bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus. sampal  tuntas.
Komponen dalam analisisdata, yaitu :
1) Reduks Data
Diperoleh dari

cukup banyak, Untuk. itu maka perlu

lapangan  jumlahnya
dicatat secara teliti dan rinci dan segera
dilakukan analisis data melalui reduksi
data dengan merangkum, memilih hal-
hal pokok, memfokuskan pada hal-ha

yang penting, dicari tema, polanya dan
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setelah  diredukss akan  memberi
gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah peneliti untuk

mengumpulkan data selanjutnya.
Penygjian Data

Setelah data direduksi, maka langkah
sdlanjutnya adalah mendisplaykan data,
penygjian “data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar Kategori, dan "sgenisnya.Untuk
menyagjikan fdata dalam " penelitian
kualitatif yang paling sering “adalah
dalam bentuk teks .naratif.
maka  akan

memudahkan untuk memahami apa yang

Dengan
mendisplaykan  data,

terjadi, merencanakan kerja. selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami.
Verifikas Data

Langkah ketiga dalam andisis! data
kualitatif adalah penarikan kesimpulan
dan. verifikas. Kesmpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara,
dan ‘akan_berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti ‘kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan berikutnya, tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal, didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat
kembali ke

mengumpulkan data, maka kesimpulan

peneliti lapangan

13
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yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.

Teknik keabsahan data dalam
penelitian ini menggunakan uji kredibilitas
data. Ada beberapa cara yang dapat
dilakukan dalam uji kredibilitas atau
kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif, namun  peadlis  memilih
menggunakan triangulas dalam menguji
keabsahan  data
(2010:125)+" Teknik Lstriangulasi .. dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagal

Menurut = 'Sugiyono

pengecekan data dari berbaga sumber
dengan berbaga cara dan berbaga
waktu.pada_penelitian ini, triangulasi *yang
digunakan oleh peneliti dalam pendlitian ini,
yaitu triangulasi dengan sumber. Triangulasi
dengan sumber berarti membandingkan dan
menilai balik dergjat kepercayaan informas
yang diperoleh. Langkah-langkah triangulasi
dengan sumber, adalah :

a) Membandingkan data hasil
pengamatan (observasi) dengan data
hasil wawancara

b) Membandingkan apa yang dilakukan
orang didepan™umum dengan apa
yang dilakukan secara pribadi

c) Membandingkan apa yang dikatakan
orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya
sepanjang penelitian
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keadaan  dan
perspektif seseorang dengan berbagai

d) Membandingkan

pendapat dan pandangan orang dari
berbagai kalangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparas

Transparasi dalam pelayanan
bantuan beras (Pelayanan yang bersifat
terbuka, mudah dan 'dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan ‘dan
disedigkan secara memadai-serta mudah
dimengerti Transparansi yang dimaksud
adalah memberikan pelayananyang terbuka
terhadap masyarakat yang setiap melakukan
pelayanan dalam pembuatan surat pengantar
KTP dari desa yang mana bersifat
keterbukaan dalam pembiayaan yang biasa
terkendalan terdapat ongkos  atau
pembiayaan yang. dilakukan masyarakat
untuk pembuatan surat pengantar dari desa
sehinggastidak ada kesalahpahaman atau
menjadi beban tentang pembiayaan yang
seharusnya. Berdasarkan hasil pendlitian
dilapangan yang dilakukan oleh penulis
pelayanan aparatur desa berkaitan dengan
permasalahan realisasi pembiayaan sudah
dilakukan cukup bak, yang mana

permasalahan pembiayaan tidak dilakukan
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oleh aparatur desa melainkan dari pihak
masyarakat meminta bantuan terhadap
aparatur desa dalam pelayanan yang
dilakukan, hal tersebut juga dilakukan
bentuk pemahaman dari pihak aparatur desa
maupun masyarakat dalam pelayanan yang
berkualitas dapat  ditertibkan .~“Sesual
administrasi yang telah dibtat pemerintah
daerah yang bertujuan mewujudkan_tertib
adminstrasi di seluruh daerah yang ada di
Kabupaten M empawahs=Proses keterbukaan
atau transparans %ini* juga dirasakan’ oleh
masyarakat yang.peneliti wawancarai bahwa
proses penyelenggaraan sudah terbuka
terlihat oleh masyarakat proses
pelayanannya dan langsung dirasakan oleh
masyarakat-puas atau tidak puasnya terlayani
oleh. aparatur. Hal ini dapat dikatakan
terbuka atau transparan pada pelayanan
karena; masyarakat terjun  langsung
kelapangan melihat serta merasakannya
pelayanan'yang diberikan.oleh aparatur yang
melayaninya, akan tetapi- mash ada
masyarakat yang mengeluh "akan proses
penyelenggaraan pelayanan ini karena masih
ada sebagaian maSyarakat yang tidak
mengetahuli aur maupaun proses
penyelenggaraan pelayanan. Dibutuhkanya
keterbukaan dalam proses penyelenggaraan
wajib diinformasikan kepada masyarakat
sehingga akses penyelenggaraan pelayanan
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pada masyarakat akan lebih mudah dan
memahami proses dari awal hingga akhir.
Informasi  pelayanan yang faktual dan
berkualitas menjadikan informasi yang yang

akurat dan lengkap.Informassi pelayanan

yang berkualitas juga  menunjukkan
keberhasilan dalam mel aksanakan
pelayanan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas pada Pelayanan yang
dapat dipertanggungjawabkan sesuai ‘dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanggung Jawab yang dimaksud adalah
mampu untuk melakukan suatu pelayanan
yang bersifat tanggung jawab dalam
pemberkasan yang merupakan ha penting
dalam suatu pelayanan yang berupa catatan
harian kependudukan memiliki KTP! yang
dilakukan aparatur desa dalam ["setiap
pelayanan. yang telah dibuat peraturaan
daerah atau standar operasional;'prosedur.
Dalam catatan buku harian atau €atatan buku
besar desa memiliki KTP, yang mana
jumlah dari keseluruhan masyarakat Desa
Sunga kunyit Daldm yang seharusnya
terdaftar memiliki identitas atau membuat
Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah
1073 jiwa, sedangkan data yang tercatat
hanya pada tahun 2014 sekitar 334 jiwa
yang terdata, sedangkan data pada tahun
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2015 sampai 2016 masyarakat tidak tercatat
berjumlah 730 jiwa, dari itu aparatur desa
masih kurangnya memperhatikan catatan
harian kependudukan dan peristiwa yang
harus dilakukan sesuai peraturan Pemerintah
Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang
man telah tertulis di Peraturan pemerintah
tentang penulisan Catatan Harian
kependudukan yang harus
dipertanggungjawabkan = aparatur  desa
terhadap pemerintah|.daerah. Berdasarkan
hasil penelitian ditapangan yang dilakukan
olely penulis bahwa tanggung jawab untuk
tahggung jawab dalam catatan @ harian
peristiwva belum maksimal dilaksanakan
yang mana -terkadang untuk mengetahui
masyarakat=yang melakukan pelayanan tidak
dapat diketahui, padahal untuk saat fini
diwajibkan untuk tertib administrasi demi
untuk kelancaran melakukan pelayanan yang
berkualitas yang menurut peraturan dan
standar operasional prosedur pelayanan dari
pemerintah daerah. Budaya-pelayanan harus
diterapkan, agar tercipta pelayanan  yang
berkualitas Serta produk dapat
diterealisasikan dengan-baik. Dan membantu
aparat petugas menjadi lebih displin, bak
dari tingkat kehadiran dan ketepatan waktu,
serta  ketgpatan proses dan  prosedur,
memperhatiakan lingkungan kerja dan
perangkat kerja, dan mendorong sifat
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pelayanan yang terstruktur dan produk
pelayanan yang diberikan akan dapat
diterima oleh masyarakat.

Kondisional

Kondisiona dalam Pelayanan yang
sesua™=dengan kondis dan kemampuan
pemberi dan “penerima pelayanan dengan
tetap berpegang pada-prinsip efisiensi dan
efektivitas. " Kondisional "“yang dimaksud
adalah .memberikan pelayanan yang sesuai
standar yang telah ditentukan pemerintah
yang dapat dikondisikan_tempat dan waktu
yang telah ditentukan. kurang
mengkondiskan pelayanan yang mana
Masyarakat juga terkadang merasa lemah
untuk melakukan pelayanan yang mana
lambannya aparatur serta berbelit-belitnya
proses yang dilalui dalam pengurusan
berbagai surat menyurat seperti i surat
pengantar . Kartu Tanda Penduduk™ (KTP),
serta  pelaksanaan  pelayanan ' terhadap
masyarakat _untuk _melakukan' pembuatan
surat pengantar. diluar jam kerja dan tidak
dikantor, tetapi dilakukan dirumah pegawai
yang mana harus.diféksanakan pada waktu
jam kerja kantor desa. Akibat hal-had
tersebut diatas harus diakui secara perlahan-
lahan akan mengurangi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap kemampuan dan
kinerja aparatur desa Berdasarkan hasil
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penelitian dilapangan yang dilakukan oleh
penulis bahwa petugas dalam memberikan
pelayanan belum terlaksana dengan optimal
hal ini dibuktikan masih dilakukannya
pelayanan di luar jam kerja maupun tidak
dikantor desa dan masih menunda-nunda
dalam pekerjaan, sehingga masyarakat masih
banyak yang kurang puassatas pelayanan
yang ada dikantop* desa. Daam hal
Kondisional iniharus dituntut melakukan
pelayanan yang berkualitas yang mana telah
di aturspemerintahytentang pelayanan'yang
tertib administrass dan berkualitas agar
masyarakat dapat merasakan pelayanan yang
maksimal. Hasil pengamatan ini ‘dapat
dilihat banyak yang harus diperbaiki dalam
pengondiSian pelayanan yang dilakukan dari
Sisi ‘waktu, tempat dan ketepatan untuk
menghasilkan pelayanan yang effesien dan
efektif'di setiap pelayanan dilakukan.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengena Kualitas
Pelayanan Publik “Dalam Mewujudkan
Tertib Administras Kependudukan Di Desa
Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai
Kunyit Kabupaten Mempawah yang
dideskripsikan menggunakan Teori Kualitas
Pelayanan Prima (Sinambela 2010:6) yang
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meliputi 6 (enam) dimens yang terdiri dari

(Transparansi),(Akuntabilitas),(Kondisional

),(Partisipasif),(KesamaanHak) dan

(Keseimbangan Hak dan Kewajiban)

terdapat dalam dimens tersebut pelayanan

yang terdapat di Desa Sungai Kunyit Dalam
diberikan sudah baik, Hal tersebut dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1.. Dimens Transparansi, Hal ini terbukti
dengan " realisas pembiayaan yang
dilakukan tepat dari pihak desa, hanya
terdapaat kendala  dari

masyarakat memberikan imbalan yang

kebiasaan

dikarenakan bantuaan “dari pihak desa
yang telah  menguruskan  urusan
masyarakat, dan tidak Fditemukannya
keluhan  dari

pembiayaan atau pungutan uang dalam

masyarakat. tentang

setigp  pelayanan  dan  mendapat
tanggapan yang  positif  tentang
tranparans ini, pada | dimens

tranparans pelayanan di Desa Sungai
Kunyit Dalam._sudah tepat’ dan benar
maka-kualitas pelayanan di Desa Sungai
Kunyit Dalam dapat .dikatakan cukup
baik.

2. Dimensi Akuntabilitas, Dalam ha ini
juga dapat dibuktikan bahwa petugas
aparatur desa kurang memperhatikan
yang seharusnya masyarakat melakukaan
pelayanan dan ini  juga dapat
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mencerminkan sifat rasa tanggung jawab
atau kesadaran dalam pencatatan masih
kurang, karena masih  terdapat
kekurangan dalam hal ini maka dari itu
kualitas pelayanan untuk Akuntabilitas di
Desa Sungai Kunyit Daam Mash
Kurang Baik.

. Dimensi Kondisional, .Daam Hal ini
pengondisian tempat dan waktu_dalam
pelayanan masih kurang tepat, masih
terdapat’ketidak pastian‘dalan pembuatan
surat pengantar "tersebut dan mash
terdapat  ketidak disiplinan petugass
dalam hal

mengakibatkan

kehadiran yang

terhambatnyaa
pelaksanaan pelayanan di Desa Sungal
Kunyit=Dalam. Hal ini terbukti masih
terdapat  kekosongan dalam kehadiran
petugas dan petugas masih melakukan
pelayanan diluar jam kerja dan dirumah
kediaman petugas tersebut yang tidak
sesuai | Standar Operasional Prosedur
yang telah ditentukan-dari_pemerintah
daerah,

kekurangan ‘maka dari

karena  masih, - terdapat
itu  kualitas
pelayanan untuk“Kendisional di Desa

Sungal Kunyit Dalam masih kurang baik
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F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian,

pembahasan dan simpulan yang telah

dijel askan

sebelumnya, penditi akan

memberikan saran kepada pihak Desa

Sungai=Kunyit Dalam Kecamatan Sungai

Kunyit Kabupaten Mempawah sebagal
berikut:
1. Perlu  lebih, terbuka® dalam setiap

2.

3.

pembiayaan pembuatan surat. pengantar
KTP maupun pelayanan lainnya, agar
dapat mel aksanakan
pelayanan dengan merasakan tanpa ada
keluhan dari pihak ‘"petugas yang
melakukan dapat

disosialisasikan dengan membuat sebuah

masyarakat

pelayanan ¥ dan

pamplet atau membuat banner Kecil
tentang peraturan pemerintah tanpa biaya
apapun dalam setiap pelayanan.

selalu
memperhatikan. catatan harian peristiw

Aparatur desa harus
kependudukan dalam kepemilikan KTP,
karena dapat menjadikan arsip dan
kenyamanan masyarakat untuk
melakukan pembtiatan surat pengantar
dikarenakan terjadi masalah, dan harus
memperbaharui catatan penduduk .

Aparatur desa harus lebih disiplin dalam
pelayanan dikantor, karena sudah

ditentukan dan dibuat bahwa melakukan
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pelayanan harus sesuai standar yang
dibuat oleh pemerintah desa.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Daam penditian ini tentt ada
kekurangan yang ditemukan daam
pelaksanaan  pendlitian  yakni jpeneliti
kesulitan menemukan subjek pendlitian,
tidak adanya aparatur.desa dan masyarakat
yang datang makasharus mendatangi rumah
aparatur desa dan masyarakat yang beberapa
waktu sebelumnya melakukan pelayanan
dan masyarakat yang menjadi informaan

juga ada yang menolak untuk diwawancarai
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